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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMORAOATAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. AL HIJAZ INDOWISATA WILAYAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayal
(2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015,
dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang
untuk wilayah Jawa Tengah,

b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap
kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Al Hijaz
Indowisata cabang wilayah Jawa Tengah telah memenuhi
syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian xantor
cabang di Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaXsud
pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins: Jawa
Tengah tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah PT. Al Hijaz Indowisata

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ::eniang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20092

Nomor 5061);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7¢ Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3345);

an Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

aterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiz
)15 Nomor 8);



4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Perpanjangan Izin PT. Masy'aril Haram Tours & Trave! Sebagal
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
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Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Nomor : Dj.VIl/I/4/Hj.09/8268/2015 tentang Perizinan
Penyelanggara Perjalanan Ibadah Umrah tanggal 22 Desember
2015;

2. Surat Permohonan Direktur PT.Al Hijaz Indowisata Nomor :
297 /AIW /VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.

| MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGESAHAN
KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH
UMRAH PT. AL HIJAZ INDOWISATA WILAYAH JAWA

TENGAH.
KESATU :  Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perialanan
Ibadah Umrah untuk wilayah Jawa Tengah atas nama :
Nama Perusahaan : PT. Al Hijaz Indowisata
Pimpinan : BETHARI BUNGA PRABASWARI
Banyumanik, Semarang
Telepon : 0247463895,7476179, 085225259989
KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebzagaimana

dimaksud pada diktum Kesatu mempa<a peruszhaan
cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya da:
kantor pusat,

Masa berlaku pengesahan ini menyesuzsikan dengan masz
berlaku izin operasional PT. Al Hijaz Indowisata

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
kegiatan operasional PT. Al Hijaz Indowisata Kantor Cabang
Jawa Tengah.

Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum
cetiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yvang
an kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Provmsz Jawa Tengah setelah diterdi .aa**;'

n izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KEENAM .............
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ENAM . Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib
melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Hajl

dan Umrah.
KETUJUH . Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 50 Juni 2016

PGS.KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SYAIFUDDIN ZUHRI




